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Prakata 
 
 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan YME karena kita masih diberi 
kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini sehingga kita dapat 
mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu 
Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada pagi hari ini 
sekaligus sebagai bagian dari proses diskusi penyusunan buku  
tentang penyelenggaraan Pilkada di era Pandemi Covid-19. Pilkada 
yang diselenggarakan pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan di 270 
daerah terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pesta 
demokrasi lima tahunan kali ini dijadwalkan semula pada bulan 
September namun ditunda menjadi 9 Desember 2020 dikarenakan 
adanya pandemi Covid-19. 

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 terdapat 
sebuah tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada 
karena harus menjaga keberlangsungan pilkada tetap demokratis 
dan berkualitas. Namun disisi lain harus menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari 
penyebaran  virus  Covid-19. Bukan  hanya  penyelenggara,  kandidat 
dan juga masyarakat juga merasakan dampak akibat Covid-19 ini, 
kandidat yang berkompetisi dalam pilkada akan mengalami suasana 
dan pengalaman yang baru dalam masa kampanye dengan 
terbatasnya jumlah peserta kampanye yang ikut dalam proses 
tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang 
penting dalam pilkada karena kualitas pilkada dapat ditinjau dari 
seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Dengan begitu, 
pemerintah harus menjamin mekanisme pilkada di tengah Pandemi 
Covid-19 tetap aman dengan terjaminnya panduan protokol 
kesehatan. 
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Pilkada tahun 2020 ini juga memiliki arti penting bagi negara 
dalam memastikan hak demokrasi bagi masyarakat agar tetap  
terjaga dan bisa memilih pemimpin yang berkualitas walaupun 
diselenggarakan ditengah tantangan Pandemi Covid-19 dengan tidak 
mengabaikan hak kesehatan masyarakat. 

Akhirnya, semoga Call for Book Chapter  menjadi kontribusi 
FISIP Unila menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai 
Pilkada di tengah pandemi dan kami mengucapkan terima kasih atas 
semua yang berkontribusi menulis dan mengirimkan hasil 
pemikirannya sehingga dapat dikompilasi dalam buku ini. 
Terimakasih. 
 

Bandarlampung, 5 November 2020 
 
Dekan FISIP Universitas Lampung 
 
 
 
Dra. Ida Nurhaida, M.Si 
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Pengantar 
 
 
 

Sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 
Indonesia dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, Pilkada 
serentak tahun 2020 ini merupakan Pilkada gelombang keempat. 
Pilkada tahun 2020 akan diselenggarakan pada 270 daerah yang 
terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Adapun, delapan 
daerah di antaranya diselenggarakan di Provinsi Lampung, yaitu di 
Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, 
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, 
Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesarawan, dan Kabupaten 
Pesisir Barat. Perhelatan demokrasi lima tahunan ini semula 
dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan September 2020 akan 
tetapi kemudian ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 
dikarenakan Pandemi Covid-19. 

Rencana penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 
membuahkan kontroversi, perdebatan, dan pro-kontra yang 
berkepanjangan. Wacana yang berkembang terbelah antara Pilkada 
serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2020 atau ditunda sampai 
tahun 2021. Masing-masing wacana memiliki argumentasinya 
sendiri-sendiri, antara lain alasan keberlangsungan periodisasi 
pemerintahan, kesehatan, keamanan, dan kualitas demokrasi. 
Fenomena ini yang ingin kami potret sebagai kajian akademik dalam 
berbagai perspektif melalui penulisan buku. 

Oleh karena itu, untuk mengundang para penulis mengirimkan 
artikel, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung menyelenggarakan 
Webinar dengan tema yang sama seperti judul buku ini, pada 
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tanggal 5 November 2020. Dengan demikian, hampir semua artikel 
ditulis dan dikumpulkan pada periode sebelum hari pemungutan 
suara Pilkada, 9 Desember 2020. Pada akhirnya terkumpul 19 artikel 
yang ditulis oleh 28 penulis (20 laki-laki dan 8 perempuan), yang 
berlatar belakang profesi sebagai akademisi, peneliti, dan mahasiswa 
(S1, S2, S3). Adapun latar belakang keahlian akademik mereka 
meliputi bidang ilmu: politik, pemerintahan, administrasi publik, 
ekonomi, sosiologi, antropologi, dan filsafat. Mayoritas  penulis  
berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Lampung (18 
orang) dan selebihnya berasal dari dosen dan peniliti dari luar Unila. 
Penulis dari luar Unila ini berasal dari Centre for Urban and Regional 
Studies (CURS), Universitas Tanjung Pura (2 dosen), Universitas 
Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Sekolah Tinggi 
Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, Universitas 17 Agustus 
Jakarta, Universitas Timor, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi, dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. 

Semua artikel yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke 
dalam empat aspek kajian, yaitu bagian pertama tentang keamanan 
dan sosial kemasyarakatan; bagian kedua, tentang partisipasi politik 
dan kampanye; bagian ketiga, tentang peluang, tantangan dan 
problematika  teknis;  serta  bagian  keempat,  tentang  covid-19  dan 
isu-isu kontemporer. Pada bagian pertama buku ini, para penulis 
memberikan  analisis  Pilkada  dan  Covid-19  dari  isu  keamanaan  
dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, pada bagian kedua 
menyoroti Pilkada di era Pandemi dari perspektif partisipasi politik 
dan kampanye. Termasuk di dalamnya membahas soal representasi 
perempuan dalam politik. Isu partisipasi dan keterwakilan 
perempuan menjadi isu yang sangat penting dalam beberapa dekade 
terakhir. 

Adapun pada bagian ketiga, para penulis menganalisis peluang, 
tantangan dan problematika teknis Pilkada di masa Pandemi, 
beragam isu ditulis dalam bagian ini utamanya ulasan dengan 
melihat bencana non-alam, seperti halnya Covid-19 yang 
menyebabkan bukan hanya ekonomi tetapi proses demokrasi bisa 
juga terhambat. Sedangkan pada bagian akhir buku, para penulis 
menyoroti isu- 
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isu kontemporer terkait dengan Pilkada di era Pandemi, mulai 
dari membincangkan soal hoax, oligarkisme politik, masalah 
pemutakhiran data pemilu sampai pada analisis terkait isu 
kontemporer partai politik dan sistem kepemiluan di Indonesia. 

Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca buku ini dan 
terima kasih kepada para editor Arizka Warganegara, Robi Cahyadi 
Kurniawan, Ahmad Robi Ulzikri, Khairunnisa Maulida, dan Ulfa 
Umayasari, serta semua pihak yang telah terlibat dalam proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini. Kritik dan saran kami 
harapkan dari para pembaca demi perbaikan bagi penerbitan buku 
berikutnya. 
 

Bandar Lampung, 5 Desember 2020 
 
Ketua Program Studi 
Magister Ilmu Pemeritahan FISIP Unila 
 
 
 
Hertanto, Ph.D. 
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Daftar Singkatan 
 
 
 
AI   : Artificial Intelegence. 
ASN  : Aparatur Sipil Negara  
APD  : Alat Pelindung Diri 
APK  : Alat Peraga Kampanye 
BPS  : Badan Pusat Statistik 
Bawaslu  : Badan Pengawas Pemilu  
Coklit  :  Pencocokan Dan Penelitian  
Covid-19  : Corona Virus Disease 2019 
Daring  : Dalam Jaringan  
DKPP  : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  
DPR-RI  : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
DPS  : Daftar Pemilih Sementara 
DPT  : Daftar Pemilih Tetap 
DPTb  : Daftar Pemilih Tambahan 
DPW  : Dewan Pimpinan Wilayah  
FAFHH   : Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax 
HAM  : Hak Asasi Manusia 
IDEA  : Institute for Democracy and Electoral Assistance 
IFCN   : International Fact Checking Network 
Kowappi   : Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia 
KPU  : Komisi Pemilihan Umum  
KTP EL  : Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
KPPS    : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat 
Medsos  : Media Sosial 
SARA  : Suku, Agama, Ras, Antar Golongan. 
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SARS  : Severe Acute Respiratory Syndrome 
SARS-CoV-2  : Syndrome Coronavirus-2  
Satgas  : Satuan Tugas 
Silon  : Sistem Informasi Pencalonan 
SMS  : Short Message Service 
TPS  : Tempat Pemilihan Suara 
UU  : Undang-Undang  
UUD  : Undang-Undang Dasar  
Paslon  : pasangan calon  
PBB  : Perserikatan Bangsa- Bangsa 
PERPPU  : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Pilkada  : Pemilihan Kepala Daerah 
PKPU  : Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
WHO  : World Health Organization 
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Daftar Istilah 
 
 
 
Alat Pelindung Diri : Alat yang digunakan untuk melindungi diri , 

khususnya oleh tenaga medis, yang terdiri 
dari pakaian hazmat, goggles, sarung tangan, 
disposable, lapisan sepatu dan tutup wajah 

 
Black campaign : Penggunaan metode rayuan yang merusak, 

sindiran atau rumors yang tersebar 
mengenai sasaran kepada kandidat atau 
calon kepada masyarakat agar menimbulkan 
presepsi yang dianggap tidak etis terutama 
dalam hal kebijakan publik 

 
Calon Independen : Calon perseorangan dalam pilkada 
 
Digital : Gambar dan grafis yang mendeskripsikan 

dalam bentuk numeris melalui piranti 
komputer 

 
Disinfektan : Bahan kimia yang digunakan untuk 

membasmi bakteri atau virus sumber 
penyakit  

 
Edukasi : Proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi diri pada peserta 
didik dan mewujudkan proses pembelajaran 
yang baik 
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Etnis : Suatu golongan manusia yang anggota-
anggotanya mengidentifikasikan dirinya 
dengan sesamanya, biasanya berdasarkan 
garis keturunan yang dianggap sama 

 
Hoax : Kabar, informasi, berita palsu atau bohong 
 
Kampanye : Sebuah tindakan dan usaha untuk bertujuan 

mendapatkan pencapaian dukungan, usaha 
kampanye bisa dilakukan oleh perorangan 
atau sekelompok orang yang terorganisir 
untuk melakukan pencapaian suatu proses 
pengambilan keputusan didalam suatu 
kelompok 

 
New Normal : Istilah yang digunakan untuk menyebutkan 

era kebiasaan baru di masa pandemi Covid-
19. 

 
Pandem : Wabah yang berjangkit serempak diberbagai 

tempat meliputi daerah geografi yang luas 
 
Petahana : Pemegang suatu jabatan politik yang sedang 

menjabat 
 
Politisasi : Hal yang membuat keadaan (perbuatan, 

gagasan dan sebagainya) bersifat politis 
 
Post-Truth : Gerakan dan tokoh populis yang gencar 

berusaha menurunkan kepercayaan pada 
arus media dan pengetahuan. 
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Representasi Perempuan Pada Pilkada di Masa 
Pandemi Covid-19 

 
Dwi Wahyu Handayani*) 

*) Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung 
 

I. PENDAHULUAN 
Kontestasi politik berbagai negara di masa pandemi Covid-19 

ini memunculkan kajian menarik mengenai kesetaraan pada 
representasi politik perempuan. Ada kekawatiran, representasi 
politik perempuan terbelenggu selama pandemi atau pada masa 
darurat lainnya, karena beban ganda perempuan semakin intens 
pada area domestik dan publik (Chairani, 2020: 40). Sementara, 
kepemimpinan perempuan yang minim dikaitkan dengan 
kemungkinan salah urus sistem dan pelaporan hasil kesehatan 
masyarakat yang tidak konsisten. Maka itu  perlu penilaian dan 
rekomendasi peran kesetaraan gender dalam menangani krisis ini, 
tidakhanya untuk pemulihan ekonomi paska krisis Covid-19, tetapi 
juga mencegah dan mengelola bencana semacam itu di masa depan 
(Leung T.Y dkk, 2020:197). 

Tiga hal menjadi perhatian penting representasi politik 
perempuan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu tingkat 
partisipasi saat pencalonan, peluang kemenangan, dan 
kepemimpinan sebagai kepala daerah pada arah kebijakan yang 
dibuat. Indonesia, salah satu negara yang pemerintahnya 
menegaskan pilkada serentak tetap berlangsung pada 9 Desember 
2020. Pilkada mengikutsertakan 270 wilayah meliputi 9 provinsi, 224 
kabupaten, dan 37 kota, serta terdapat 159 atau 10,7 % calon 
perempuan dari 1482 calon, diantaranya 5 perempuan pada 
pemilihan gubernur, 128 perempuan pada pemilihan bupati, dan 26 
perempuan maju pada pemilihan walikota (KPU, 2020). 
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II. KAJIAN PUSTAKA 
Penulis pada kajian representasi politik perempuan pada 

pilkada di masa pandemi ini menggunakan konsep Hanna F. Pitkin, 
yaitu representasi deskriptif, simbolik, dan mewakili sebagai acting 
for (substantif). Representasi deskriptif bahwa agen merefleksikan 
pemilih dan yang diwakili sebagai menjadi seperti (being something) 
daripada melakukan sesuatu (doing something). Perwakilan 
bertindak berdasarkan korespondensi atau hubungan di antara 
mereka, kemiripan atau refleksi. Ciri-ciri utama dari pandangan ini 
adalah representasi proporsional, dengan prinsip fundamental 
daerah pemilihan dan beragam komponen rakyat. Pada representasi 
deskriptif ini, disinggung juga bahwa the British House of Lords 
menjadi majelis perwakilan terburuk karena salah satunya tidak 
memiliki unsur perempuan (Pitkin, 1967: 61). 

Representasi sebagai semacam simbolisasi, seorang wakil 
politik dipahami dalam penilaian karakteristik tertentu, 
menghasilkan respon emosionaldi antara konstituen (yaitu perasaan 
dan keyakinan tentang politik atau pemerintahan). Keberadaannya  
diukur dengan tataran cita-cita, kepuasan, kepercayaan, dari orang-
orang yang diwakili. Maka ini merepresentasikan semacam 
korespondensi dua arah menyangkut kesepakatan  yang berlaku 
antara penguasa dan yang dikuasai (Pitkin, 1967:106). Misal tokoh 
atau partai merepresentasikan simbol agama/religius, atau 
nasionalis (Cahasta dan Alfan, 2017: 252). Selanjutnya representasi 
substantif adalah mewakili sebagai acting for (bertindak untuk) 
adalah satu kriteria yang agak luas untuk kegiatan representatif: 
bahwa kegiatan itu berhasil diterima, dengan meyakinkan. 
Representasi sebagai agen yang bertindak untuk,  atas nama 
kepentingan orang lain (Pitkin, 1967:113). 

Berdasar konsep tersebut, penulis memberikan gagasan 
mengenai efektifitas keterwakilan dan kepemimpinan perempuan 
sebagaimana menurut Ardiansa (2016: 71), representasi politik 
perempuan bukan sekedar strategi jalur elektoral, namun juga non 
elektoral. Perjuangan kepentingan perempuan ada di wilayah 
eksekutif, legislatif, dan gerakan sosial maupun politik yang ada di 
masyarakat. Ruang ini membutuhkan kapasitas perempuan yang 
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memahami isu gender terkait pencapaian keadilan dan kesetaraan,  
kemiskinan perempuan, demokrasi, serta hak asasi manusia. 
Ketimpangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan, berdampak pada 
lebih rentannya kualitas hidup perempuan dibanding laki-laki pada 
masa pandemi Covid-19. Maka, strategi pemenangan bagi 
representasi deskriptif dibutuhkan untuk membawa kepentingan 
perempuan pada kebijakan (policy-pursuing). Sebagaimana 
dikatakan bahwa kesetaraan politik bisa jadi memang dasar penting 
politik kehadiran (Phillips, 1995:36). Pilihan pada perempuan tetap 
didasarkan atas kemampuan, sehingga perempuan akan membuat 
kemajuan dengan menolak pria meski memiliki kesempatan yang 
sama untuk bersaing (Philips, 1995:67).  
 
III. PEMBAHASAN  
Representasi Politik dan Pandemi Covid-19 

Pandemi memberi catatan tersendiri pada pilkada 2020. 
Lembaga Riset Big Data Evello (2020) mengungkapkan bahwa 
ketertarikan masyarakat terhadap politik saat pandemi Covid-19 
menurun drastis. Politik tidak lagi menjadi perhatian publik, selain 
urusan kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Riset Evello dan 
Lingkaran Survei Indonesia-LSI (Saputro, 2020) menyebutkan 
pandemi Covid-19 diprediksi akan berdampak pada berkurangnya 
partisipasi pemilih dalam pilkada. Pemilih merasa takut datang ke 
TPS karena angka penularan Covid-19 masih tinggi. 

Partisipasi rendah berdampak pada esensi representasi politik, 
diantaranya  hilangnya suara beberapa minoritas dalam masyarakat, 
dan minimnya legitimasi dalam menjalankan kebijakan. Namun, hal 
penting dalam bahasan legitimasi adalah bukan sekedar proses 
pemilihan yang demokratis, tetapi bagaimana pengelolaan 
kekuasaan pada periode kepemimpinannya untuk memastikan 
kebijakan yang tepat bagi masyarakat, demi stabilnya tingkat 
kepercayaan masyarakat. 

Selanjutnya bagaimana peluang representatif deskriptif 
perempuan pada masa pandemi ini? Pada sisi lain, penelitian terbaru 
menunjukkan bahwa lingkungan luar biasa seperti konflik, skandal 
korupsi yang disertai dengan penurunan kepercayaan publik serta 
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krisis kesehatan masyarakat, justru menghasilkan dukungan publik 
untuk representasi politik perempuan. Hal ini menjadi peluang 
mempromosikan kandidat perempuan karena permintaan akan 
kualitas yang diinginkan, dan  memfokuskan perhatian pemilih pada 
isu-isu yang dianggap kompeten khusus oleh perempuan. Kondisi 
lingkungan pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan khusus, 
yang bisa jadi mendorong keterwakilan perempuan, ataupun 
memberikan hasil pemilu yang menguntungkan bagi kandidat 
perempuan (Piazza dan Diaz, 2020: 1). 

Pada tahun 2020, kurang dari 25% responden di negara-
negara mulai dari Inggris, Brasil hingga Indonesia merasa bahwa 
reaksi pemerintah mereka terhadap pandemi cukup memadai. 
Selanjutnya, lebih dari 60% responden di negara-negara mulai dari 
Amerika Serikat, Chili hingga Nigeria menganggap pemerintah 
mereka tidak terbuka dalam komunikasi terkait pandemi. Sebanyak 
70% responden di sebagian negara, termasuk Amerika Serikat, 
Kolombia, Venezuela, dan Rusia mengalami ketidakpercayaan pada 
pemerintah untuk menjaga warganya dalam menghadapi pandemi 
(Piazza dan Diaz, 2020: 2). 

Sejalan dengan literature sebelumnya, rendahnya tingkat 
kepercayaan publik pada pemerintah setelah pandemi Covid-2019 
dapat meningkatkan tuntutan untuk perwakilan perempuan, 
memaksa partai politik mencalonkan kandidat perempuan, dan 
berpotensi meningkatkan peluang kandidat perempuan untuk 
sukses dalam pemilu. Seperti halnya, paska Epidemi Zika 2015-2016 
yang menyertai ''masalah perempuan'' yaitu kesehatan anak, ibu 
hamil, dan keluarga berencana ternyata menghasilkan dorongan 
elektoral untuk calon perempuan. Hal penting sepanjang pandemi 
Covid-2019menunjukkan sinyal kuat krisis kesehatan masyarakat,  
akan menjadi faktor dalam keputusan pemilu di seluruh dunia, 
karena publik global menafsirkan kekawatiran ini agar sesuai dengan 
''masalah perempuan'' (Piazza dan Diaz, 2020:2-3). 

Selanjutnya representasi substantif bagi kepemimpinan 
perempuan masa pandemic menitik beratkan pada tantangan 
bangkit dari pandemi. Perhatian utama memprioritaskan pada 
pandangan keamanan manusia (human security) dan hak asasi 
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manusia. Konsep human security dikembangkan sebagai hasil dari 
tuntutan waktu dan perkembangan sosial, agar individu merasa 
seaman mungkin dalam menghadapi bahaya dan ancaman terhadap 
kehidupan dan masa depannya. Tahun 1995, PBB memperluas 
konsep keamanan manusia, termasuk keamanan dari ancaman 
seperti kelaparan, penyakit dan represi, serta dari situasi darurat. 
Pandemi virus Covid-19 membahayakan stabilitas dan keamanan 
banyak negara. Prevalensi dan penyebaran penyakit ini telah 
menurunkan keamanan, merusak kondisi sosial dan ekonomi, yang 
pada gilirannya meningkatkan ketidakstabilan, kejahatan, kekerasan 
dalam rumah tangga, protes dan polemic internasional (Kodra, 2020: 
85-87). 

Secara substantif, keunggulan perempuan adalah mempunyai 
perhatian besar daripada pria dalam berbagai dimensi Covid-19, 
membawa bagian yang lebih besar dari beban perawatan terkait 
Covid-19 di area domestik (Brooks dan Saad, 2020: 2). Perempuan 
memiliki preferensi yang lebih besar untuk pengurangan risiko pada 
masalah lingkungan ketika risiko keselamatan dilibatkan (Bord dan 
O' Connor 1997: Norrander2008 dalam Brooks dan Saad, 2020: 7). 
Pada kajian politik perempuan di masa pandemi, di antaranya 
menyinggung representasi perempuan  secara deskriptif. Maka, 
bukan sekedar pencapaian keterpilihan perempuan, namun 
mengarah kepada visi dan misi substantif, yaitu sejauh mana upaya 
promosi kepentingan perempuan seperti kebijakan perawatan 
kesehatan, dan tindakan pengamanan seputar Covid-19 (diantaranya 
penelitian Brooks dan Saad, 2020:11). Keberhasilan pengemasan isu 
oleh kandidat perempuan dalam menggulirkan gagasan bangkit dari 
pandemi Covid-19, menurut penulis berpeluang besar mengarahkan 
pada pergeseran lebih lanjut dalam pemungutan suara.  
 
Representasi Politik yang Meningkat 

Pada konteks Indonesia, berdasarkan Survei Tim Litbang 
Kompas 2018 ternyata 90,4% warga setuju perempuan masuk dalam 
dunia politik. Persepsi masyarakat luas semakin baik, dengan makin 
meningkatnya kehadiran perempuan dalam kontestasi pilkada. 
Sebanyak 74 % masyarakat setuju perempuan menjadi pemimpin 
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(Voaindonesia.com, 2020). Perempuan telah mencoba berpartisipasi 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah sejak pilkada langsung 
pertama diterapkan di Indonesia (lihat pada Tabel 1). Pencalonan 
perempuan pada pilkada memang masih jauh dibandingkan laki-laki. 
Namun, tetap dalam keikutsertaan yang stabil dan meningkat pada 
pilkada 2020 menjadi 10,7 % dari pilkada 2018sebanyak 8,85 %, juga 
pilkada 2016 dan 2017 pada kisaran 7 % (News.detik.com, 27 
September 2020).  

Hal tersebut berarti, masa pandemi Covid-19 ataupun situasi 
darurat lain, tidak menjadi hambatan bagi perempuan untuk 
mengurungkan diri mengikuti pencalonan. Penulis merujuk pada 
riset atas pemilihan umum walikota dan anggota dewan kota, 
khususnya survei pada Partai Republik dari Tatanan Sosial (Partido 
Republicano daOrdem Social-Social Order Republican Party atau 
PROS) di Negara Bagian Parana Brasil pada November 2020. 
Kandidat perempuan di Parana menyadari kelemahan pada 
dukungan dan sumber dana di masa pandemi. Namun, mereka 
melihat perubahan baru-baru ini bukan sebagai hambatan, tetapi 
sebagai peluang (Gatto dan Thome, 2020: 3, 6-7). Selanjutnya 
mengenai keterpilihan perempuan pada pilkada 2005 hingga 2018 
masih rendah jika dibanding laki-laki (tabel 1). Perempuan yang 
menjadi gubernur dan wakil gubernur masih rendah, karena 
pencalonan dan dukungan minim. Jabatan pimpinan daerah yang 
paling banyak diisi oleh perempuan adalah jabatan wakil kepala 
daerah, baik di wilayah kabupaten dan kota. Semakin tinggi jabatan 
politik, semakin sulit bagi perempuan untuk dapat mencapainya.  
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Tabel 1 Keterpilihan Perempuan pada Pilkada 2005-2018 

Tahun 
Jumlah 
Pilkada 

Keterpilihan Perempuan 

Gubernur Wagub Walikota Bupati Wakot/wabup Jumlah 

2005 213 - - - 3 9 12 

2006 78 1 - - 3 3 7 

2007 41 - - - - 3 3 

2008 154 - - 1 2 - 3 

2010 224 - - - 7 20 27 

2011 87 1 - - 1 3 5 

2012 74 - - 1 3 3 7 

2013 150 - - 5 3 8 16 

2015 269 - - 3 20 22 45 

2017 101 1 - 2 8 2 13 

2018 171 1 2 3 11 13 30 

Jumlah 1562 4 2 15 61 86 168 
 

Diolah oleh penulis dari data bersumber pada  Margret dkk (2018: 183-205). 

 
Meskipun demikian, dari waktu ke waktu terlihat adanya 

indikasi peningkatan representasi perempuan pada tahap 
pencalonan hingga keterpilihan. Rerata tingkat keterpilihan 
perempuan sejak pilkada 2015 hingga 2018 adalah 32,43%. 
Peningkatan jumlah pencalonan perempuan dalam pilkada pada 3 
pilkada tersebut, signifikan terhadap peluang keterpilihannya. 
Pilkada 2015, dari 269 pilkada, diikuti 121 kandidat perempuan 
dengan tingkat keterpilihan 38,8. Peningkatan representasi politik 
perempuan, menunjukkan indikasi peningkatan kepercayaan 
masyarakat pada politik perempuan. Ini menjadi harapan pada 
pilkada 2020 dengan 270 pilkada, 159 orang perempuan sebagai 
kandidat dapat menghasilkan kemenangan lebih dari keterpilihan 
pada tahun 2015. Dengan demikian, peningkatan keterpilihan 
perempuan menjadi peluang positif bagi penanganan pandemi 
Covid-19 dan isu keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. 
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Selama ini, kepemimpinan perempuan di tingkat lokal 
tergantung pada basis dukungan yang dimiliki calon, proses 
rekrutmen dan kaderisasi partai pendukung, strategi kampanye dan 
kedekatan dengan rakyat (Sweinstani dan Donna, 2018). Di masa 
pandemi ini, seberapa baik keunggulan pada aspek tersebut, dan 
seberapa baik mengkaitkannya dengan kebutuhan maupun 
kepentingan masyarakat pada penanganan, menjadi keunggulan 
komparatif bagi kandidat perempuan. Selain itu, dukungan partai 
politik juga penting terhadap calon yang diunggulkan, terutama 
pada mobilisasi pemilih, strategi kampanye, dan penguatan visi misi 
kandidat. 
 
Bagan 1.  Dukungan Parpol Terhadap Calon Perempuan di Pilkada 

2020 

 
 

Sumber:  Penulis mengolah dari Ridho, M (2020) yang mengutip 
pada Data Perludem.  
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Pada bagan 1 menunjukkan dukungan partai politik terhadap 
calon perempuan pada pilkada 2020, terdapat partai politik yang 
sudah memiliki kepercayaan terhadap pencalonan perempuan lebih 
tinggi dibanding partai lainnya, baik sebagai kepala daerah maupun 
wakil. Lima partai pendukung paling banyak terhadap pencalonan 
perempuan adalah Golkar, PAN, PDIP, Gerindra dan Nasdem. Partai 
pendukung pencalonan perempuan sebagai kepala daerah paling 
banyak adalah Golkar, diikuti secara berurutan oleh PAN, Gerindra, 
Nasdem, dan PDIP. 

Pencalonan pemimpin eksekutif memang belum memiliki 
regulasi khusus meningkatkan afirmasi perempuan. Berbeda pada 
pemilihan legislatif, yang memiliki regulasi berupa kuota 30% 
perempuan dan memiliki zipper system yaitu diantara tiga nomor 
urut calon anggota legislatif harus terdapat satu nama perempuan. 
Belum lagi menurut Dewi (2015:23), realitas partai politik yang 
diskriminatif terhadap perempuan telah menyulitkan dalam 
mendaftar pada pilkada. Selain itu, bekerjanya daya dukung partai 
politik terhadap kapasitas representasi politik perempuan juga 
masih rendah dari sisi keterlibatan elit organisasi sayap perempuan 
di dalam tim pembuat keputusan partai, tidak dilibatkan di dalam 
keputusan strategis terutama dalam mendorong agenda 
keterwakilan perempuan (Hurriyah dan Wildianti, 2020:308).    

Kandidat perempuan menghadapi lebih banyak tekanan 
finansial, cenderung memiliki akses yang lebih rendah daripada laki-
laki ke jaringan klientelistik. Pemilihan dan posisi kandidat pada tiket 
partai serta sumber daya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam 
praktik umum pembelian suara. Tidak mengherankan, semakin 
banyak calon perempuan yang berhasil ternyata adalah kerabat 
politisi laki-laki atau elit dinasti yang merupakan tokoh-tokoh 
terkenal yang memiliki akses dana kampanye (Prihatini, 2019a: 
Puskapol Universitas Indonesia, 2019a dalam Perdana dan Hillman, 
2020: 4). Inilah beberapa hal yang masih membutuhkan perhatian, 
dalam upaya meningkatkan representasi politik perempuan. 
 
 
 



183PILKADA DI MASA PANDEMI: 
Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

 

Pada bagan 1 menunjukkan dukungan partai politik terhadap 
calon perempuan pada pilkada 2020, terdapat partai politik yang 
sudah memiliki kepercayaan terhadap pencalonan perempuan lebih 
tinggi dibanding partai lainnya, baik sebagai kepala daerah maupun 
wakil. Lima partai pendukung paling banyak terhadap pencalonan 
perempuan adalah Golkar, PAN, PDIP, Gerindra dan Nasdem. Partai 
pendukung pencalonan perempuan sebagai kepala daerah paling 
banyak adalah Golkar, diikuti secara berurutan oleh PAN, Gerindra, 
Nasdem, dan PDIP. 

Pencalonan pemimpin eksekutif memang belum memiliki 
regulasi khusus meningkatkan afirmasi perempuan. Berbeda pada 
pemilihan legislatif, yang memiliki regulasi berupa kuota 30% 
perempuan dan memiliki zipper system yaitu diantara tiga nomor 
urut calon anggota legislatif harus terdapat satu nama perempuan. 
Belum lagi menurut Dewi (2015:23), realitas partai politik yang 
diskriminatif terhadap perempuan telah menyulitkan dalam 
mendaftar pada pilkada. Selain itu, bekerjanya daya dukung partai 
politik terhadap kapasitas representasi politik perempuan juga 
masih rendah dari sisi keterlibatan elit organisasi sayap perempuan 
di dalam tim pembuat keputusan partai, tidak dilibatkan di dalam 
keputusan strategis terutama dalam mendorong agenda 
keterwakilan perempuan (Hurriyah dan Wildianti, 2020:308).    

Kandidat perempuan menghadapi lebih banyak tekanan 
finansial, cenderung memiliki akses yang lebih rendah daripada laki-
laki ke jaringan klientelistik. Pemilihan dan posisi kandidat pada tiket 
partai serta sumber daya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam 
praktik umum pembelian suara. Tidak mengherankan, semakin 
banyak calon perempuan yang berhasil ternyata adalah kerabat 
politisi laki-laki atau elit dinasti yang merupakan tokoh-tokoh 
terkenal yang memiliki akses dana kampanye (Prihatini, 2019a: 
Puskapol Universitas Indonesia, 2019a dalam Perdana dan Hillman, 
2020: 4). Inilah beberapa hal yang masih membutuhkan perhatian, 
dalam upaya meningkatkan representasi politik perempuan. 
 
 
 

 

Representasi Deskriptif MenujuSubstantif 
Representasi pada klasifikasi sosial tertentu baik berbasis 

gender, ekonomi, budaya, etnis, kelompok kepentingan, organisasi 
dan sebagainya, memunculkan tuntutan kesesuaian keterpilihan 
dengan kebijakan yang akan menjadi prioritas. Keterpilihan 
perempuan berlanjut pada kemampuannya mengelola kewenangan 
yang diperoleh dalam perumusan kebijakan. Pengalaman 
kepemimpinan perempuan di beberapa negara menjadi hal menarik, 
khususnya ketika dihadapkan pada kondisi darurat, diantaranya 
seperti masa pandemi. Beberapa walikota perempuan kulit hitam di 
Amerika Serikat seperti Walikota San Francisco London Breed, 
Walikota Chicago Lori Lightfoot, dan Walikota Atlanta Keisha Lance 
Bottoms, telah menunjukkan kepemimpinan dan kecerdikan yang 
luar biasa. Empat ciri utama para walikota ini, pertama menunjukkan 
kepemimpinan proaktif dengan segera menerapkan langkah-langkah 
pencegahan bahkan ketika mereka mendapat tekanan balik dari 
berbagai pemangku kepentingan. Kedua, keputusan transparan, 
berbasis bukti, dan dikomunikasikan secara efektif kepada publik. 
Ketiga, berusaha tidak hanya mencegah wabah tetapi juga 
melindungi komunitas yang rentan dan mengurangi disparitas. 
Keempat, mereka murah hati dalam berbagi praktik terbaik dan 
pelajaran yang dipetik, menyediakan model untuk ditiru orang lain. 
(Funk, 2020:1). 

Penelitian kepemimpinan dalam psikologi terapan 
menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih disukai daripada 
laki-laki sebagai pemimpin selama masa yang tidak pasti. Pada 
konteks Covid-19, negara bagian dengan gubernur perempuan  
memiliki lebih sedikit kematian daripada negara bagian dengan 
gubernur laki-laki (Sergent, 2020:780). Meskipun Gender Based 
Violence (GBV) meningkat, banyak perempuan yang memainkan 
peran aktif dalam membantu komunitas mereka memerangi dan 
memulihkan diri dari Covid-19. Pemimpin perempuan efektif dalam 
menanggapi Covid-19, meskipun hanya ada 11 kepala negara 
perempuan dan 12 perempuan yang menjabat sebagai kepala 
pemerintahan. Melawan semua rintangan dan bertekad untuk 
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menjadi bagian dari solusi, atas perempuan yang paling terpukul 
oleh pandemic (Yayboke dan Abdullah, 2020:5). 

Ellen Johnson Sirleaf mantan Presiden Liberia, memiliki janji 
menjadikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan sebagai 
prioritas. Sirleaf membuat strategi sehingga 80% perempuan 
membanjiri pemungutan suara selama pemilihan presiden paska-
konflik pertama Liberia. Pada tahun 2005, Sirleaf membuat sejarah 
saat dia masih muda terpilih sebagai presiden perempuan pertama 
di Afrika. Dia dikenal sebagai "Perempuan Besi Afrika", dianugerahi 
Penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2011 atas perjuangan 
tanpa kekerasan demi keselamatan dan hak-hak perempuan untuk 
berpartisipasi penuh dalam pekerjaan pembangunan perdamaian. 

Sembilan tahun setelah Sirleaf berkuasa, negara dan seluruh 
wilayah menjadi korban wabah virus Ebola yang paling luas dalam 
sejarah,  menelan lebih dari 4.800 nyawa dan hampir terinfeksi 
11.000 orang. Perempuan tergabung dalam The Women in 
Peacebuilding Network (WIPNET) berada di depan memerangi 
wabah Ebola, dengan menerapkan teknik berbasis komunitas yang 
mereka asah selama perang, membiarkan perempuan memimpin, 
membangun jaringan organisasi lokal, mengedukasi komunitas 
tentang pencegahan Ebola dan mendistribusikan perlengkapan 
sanitasi gratis, menghasilkan serangkaian pedoman untuk diikuti 
masyarakat pedesaan, termasuk tindakan karantina dan isolasi 
sosial. 

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari proses perdamaian 
Liberia dan responnya terhadap Ebola, yaitu pentingnya 
kepemimpinan perempuan dalam merespon pandemi dan upaya 
pemulihan di lingkungan konflik dan rentan. Seperti yang terjadi di 
Liberia, partisipasi perempuan yang berarti dalam proses 
perdamaian sering kali membantu perempuan menemukan suara 
politik mereka dalam situasi konflik dan rentan. Namun, perempuan 
dalam konteks ini menghadapi diskriminasi dan marginalisasi di 
arena politik sama banyaknya dengan yang mereka alami dalam 
proses perdamaian (Yayboke dan Abdullah, 2020:7-8). 
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Selanjutnya pada konteks Indonesia, keberhasilan representasi 
politik perempuan ditentukan oleh modal sosial yang lengkap 
berupa sumber daya karena perjuangan diri sendiri dan dukungan 
dari luar diri perempuan. Menurut penulis, faktor kekuatan politik 
perempuan bukan sekedar apa yang terungkap pada kajian Dewi et 
al. (2020: 147) yang masih berfokus pada diri perempuan, yaitu 
pengalaman pribadi, interaksi dengan asosiasi atau kelompok 
perempuan dalam perjalanan karir politik, karakteristik 
kepemimpinan (terbuka atau cenderung tertutup), dan komitmen 
pribadi. Namun, struktur masyarakat yang tidak lagi patriarkhis, 
sehingga perempuan relatif memiliki dukungan pada kinerja dan 
aktifitasnya. Hal ini merujuk pada kebijakan kepemimpinan 
perempuan belum tentu  pro isu perempuan. 

Kajian Kurniawati Hastuti Dewi menguraikan bahwa 
kepemimpinan bupati perempuan di Bima memiliki 3 aspek modal 
sosial yang baik. Namun, sebagian besar kebijakan terkait 
kemiskinan dan perempuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Bima, sebagian besar mengadopsi kebijakan pemerintah, 
belum secara khusus merumuskan sebuah program bersama dengan 
organisasi perempuan dan DPRD untuk menanggulangi persoalan 
kemiskinan dan perempuan (Dewi et al., 2020: 160-161). Yayasan 
Satunama mencatat dari 123 perempuan peserta pilkada langsung 
tahun 2015, 65 perempuan (53%) memiliki perspketif yang pro 
perempuan, terlihat pada visi, misi dan program dengan isu-isu 
perempuan, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun kesehatan 
(Qomariyah, Kamil, dan Sundari 2015 dalam Dewiet al., 2020). 

Presentase perempuan terpilih, penelusuran Perludem (2015), 
dari 46 perempuan pemenang pilkada 2015, hanya 17 perempuan 
(37%) yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan-
kepentingan perempuan (Dewi dkk., 2020: 7). Pusat Penelitian Politik 
(P2P) LIPI mengungkapkan bahwa di Kota Tangerang Selatan 
menunjukkan meskipun walikota seorang perempuan, tidak serta 
merta persoalan terkait perempuan dan anak-anak teratasi dengan 
baik. Postur anggaran kepentingan perempuan dan anak masih 
minim serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga 
masih tinggi (Kusumaningtyas 2017, 87-122 dalam Dewi dkk., 2020: 
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8). Pada Kabupaten Indramayu, kebijakan bupati perempuan belum 
mensejahterakan perempuan, Angka Kematian Ibu masih tinggi, 
kualitas kesehatan, pendidikan perempuan, dan perlindungan untuk 
buruh migran rendah. Terpilihnya perempuan sebagai kepala daerah 
tidak serta merta mengalami perbaikan kualitas hidup perempuan 
(Dewi dkk 2020: 8). 

Representasi perempuan juga masih dipertanyakan pada 
beberapa lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak memasukkan pengarusutamaan gender dalam 
rencana kerja 2015-2019. Namun, kementerian tidak dapat 
melaksanakan tugasnya di sejumlah program pemerintah, termasuk 
program perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan hak 
reproduksi seksual. Anggaran Kementerian telah berfluktuasi dan 
cenderung menurun, bahkan ketika representasi perempuan di 
parlemen menguat. Pada 2016, anggaran tahunan kementerian 
meningkat menjadi 740 miliar rupiah, tahun 2017 menurun Rp 573 
miliar,  2018 menjadi 553 miliar rupiah, 2019 menjadi Rp 493 miliar. 
Seiring dengan meningkatnya representasi numerik perempuan di 
parlemen Indonesia, diperlukan lebih banyak penelitian tentang 
hubungan antara representasi numerik dan representasi substantif 
(Perdana dan Hillman, 2020:9). 

Pada akhirnya, memunculkan pertanyaan apakah representatif 
deskriptif adalah mutlak? Kebijakan yang berpihak pada perempuan, 
apakah selalu direpresentasikan oleh perempuan? Beberapa fakta 
dapat ditunjukkan sebagai berikut. Kecenderungan pemilih 
perempuan memberikan dukungan suara dalam pemilu, telah 
memiliki perhatian pada kandidat yang sensitif gender pada visi dan 
misinya. Pada pemilihan presiden 2019, 54% pemilih perempuan 
mendukung Jokowi yang sedang menjabat atas lawannya Prabowo 
dan ini karena Jokowi dianggap lebih progresif dalam masalah 
gender (Wijaya, 2019: dalam Perdana dan Hillman, 2020: 5). Jokowi 
telah menunjukkan hal ini dengan menunjuk lebih banyak menteri 
perempuan (8 dari 34) daripada pemerintahan sebelumnya sejak 
kembalinya Indonesia ke demokrasi pada tahun 1999 (Perdana dan 
Hillman, 2020: 5). 
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8). Pada Kabupaten Indramayu, kebijakan bupati perempuan belum 
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Pada pemilihan Presiden Amerika Serikat lalu, muncul 
pertanyaan mungkinkah pandemi menyebabkan perempuan yang 
sebelumnya condong ke Republik menjadi sangat prihatin tentang 
relatif kurangnya pembuat keputusan perempuan baik di tempat 
kerja maupun di politik. Jika para pemimpin Republik terus 
meminimalkan kebutuhan akan tindakan pengamanan seputar 
Covid-19 (Hellmann 2020: Wildermuth 2020 dalam Brooks dan Saad, 
2020: 11), dapatkah hal itu mengarah pada pergeseran lebih lanjut di 
antara perempuan dalam jangka pendek menuju pemungutan suara 
untuk Joe Biden daripada Trump, atau menjauh dari partai Republik 
dalam jangka panjang? (Brooks dan Saad, 2020: 11). Fokus perhatian 
mengenai keprihatinan pada kondisi darurat seperti pandemi dan 
dampaknya bagi perempuan, menjadi pertimbangan bagi 
keterpilihan. Namun, tidak serta merta perhatian tersebut ada pada 
representasi deskriptif. Bisa jadi, logika representatif deskriptif akan 
terealisasi dengan melihat visi misi perempuan yang berpihak pada 
persoalan tersebut. Namun, dari sisi substantif, kandidat laki-laki 
juga memiliki kesempatan yang sama dalam keterpilihan, atas dasar 
kemampuan dalam pencapaian komitmen dan prioritas yang sama. 
 
Penanganan Pandemi dan Amanah  yang Belum Tuntas 

Optimisme peningkatan representasi perempuan di masa 
pandemi, dapat tercipta karena pandemi telah berdampak kepada 
kelompok rentan di seluruh dunia, dan perempuan miskin. Krisis 
ekonomi dan penutupan sekolah berdampak terhadap perempuan. 
persentase penduduk yang hidup di bawah kemiskinan pada 
semester 1 tahun 2020 meningkat dibanding semester 1 tahun 2019 
yaitu untuk laki-laki dari 9,18% menjadi 9,59%, perempuan dari 
9,63% meningkat 9,96% menurut Badan Pusat Statistik (2020). 
Artinya jumlah perempuan miskin lebih banyak dibanding laki-laki, 
terlebih di masa pandemi. 

Organisasi Perburuhan Internasional-ILO (2020) mengungkapkan 
penurunan tajam jam kerja secara global akibat wabah Covid-19. 
Sebanyak 1,6 miliar pekerja di sektor ekonomi informal yaitu hampir 
setengah dari angkatan kerja global (3,3 miliar), berada dalam 
ancaman kehilangan kapasitas mencari nafkah. Sektor informal juga 
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mendominasi ekonomi Indonesia, terdapat sekitar 70,5 juta pekerja 
pada 2019 yang sebagian besar adalah perempuan. Sektor ini 
mengalami penurunan permintaan akibat pandemi, sehingga 
meningkatkan potensi perempuan kehilangan pekerjaan (the 
Conversation, 2020). Kemiskinan perempuan imbas dari pandemi, 
beriringan dengan persoalan peningkatan KDRT, beban ganda, dan 
akses kesehatan. Perempuan menghadapi ancaman kesehatan 
reproduksi, karena perubahan prioritas pelayanan kesehatan di 
masa pandemi. (Chairani, 2020: 39-42). Persoalan kependudukan 
lainnya, stunting, perceraian, kematian ibu dan bayi 
(News.Detik.com, 2020). Badan Pusat Statistik (2018) bahwa %tase 
perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada 
laki-laki baik di desa maupun kota, terlebih pada masa pandemi. 

Penanganan dampak pandemi menjadi hal penting paska 
distribusi vaksin mulai awal tahun 2021, Tahun 2021 adalah tahun 
pertama kinerja kepala daerah hasil pilkada 2020. Keterpilihan 
perempuan dalam pilkada 2020 adalah harapan, karena bisa jadi 
peluang baik terhadap kebijakan pro perempuan. Terdapat beberapa 
hal yang perlu dipertimbangkan menjadi bahan perumusan 
kebijakan, sehingga mengarah pada representasi substantif. 
Persoalan penting yang dihadapi perempuan adalah kemiskinan. 
Pada penanggulangan kemiskinan tidak hanya memandang 
perempuan sebagai korban, tetapi sebagai agen kunci penyelesaian 
persoalan kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya.  

Visi pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan 
masyarakat (quality of life) di seluruh wilayah, berkurangnya 
kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian 
pemanfaatan ruang dalam kerangka NKRI (Visi dan Arah PJP 2005-
2025 dalam Bappenas 2005, 34-38). Pembangunan diarahkan, 
diantaranya pada penanggulangan masyarakat miskin, dengan 
berbagai strategi pada infrastruktur, pembangunan wilayah 
perbatasan dan terisolir, pemberdayaan masyarakat, pengembangan 
kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kerjasama, sinergi 
pembangunan desa dan kota, serta pembangunan pro lingkungan. 
Pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu dari 17 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developmnet Goals, SDGs) 



189PILKADA DI MASA PANDEMI: 
Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

 

mendominasi ekonomi Indonesia, terdapat sekitar 70,5 juta pekerja 
pada 2019 yang sebagian besar adalah perempuan. Sektor ini 
mengalami penurunan permintaan akibat pandemi, sehingga 
meningkatkan potensi perempuan kehilangan pekerjaan (the 
Conversation, 2020). Kemiskinan perempuan imbas dari pandemi, 
beriringan dengan persoalan peningkatan KDRT, beban ganda, dan 
akses kesehatan. Perempuan menghadapi ancaman kesehatan 
reproduksi, karena perubahan prioritas pelayanan kesehatan di 
masa pandemi. (Chairani, 2020: 39-42). Persoalan kependudukan 
lainnya, stunting, perceraian, kematian ibu dan bayi 
(News.Detik.com, 2020). Badan Pusat Statistik (2018) bahwa %tase 
perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada 
laki-laki baik di desa maupun kota, terlebih pada masa pandemi. 

Penanganan dampak pandemi menjadi hal penting paska 
distribusi vaksin mulai awal tahun 2021, Tahun 2021 adalah tahun 
pertama kinerja kepala daerah hasil pilkada 2020. Keterpilihan 
perempuan dalam pilkada 2020 adalah harapan, karena bisa jadi 
peluang baik terhadap kebijakan pro perempuan. Terdapat beberapa 
hal yang perlu dipertimbangkan menjadi bahan perumusan 
kebijakan, sehingga mengarah pada representasi substantif. 
Persoalan penting yang dihadapi perempuan adalah kemiskinan. 
Pada penanggulangan kemiskinan tidak hanya memandang 
perempuan sebagai korban, tetapi sebagai agen kunci penyelesaian 
persoalan kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya.  

Visi pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan 
masyarakat (quality of life) di seluruh wilayah, berkurangnya 
kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian 
pemanfaatan ruang dalam kerangka NKRI (Visi dan Arah PJP 2005-
2025 dalam Bappenas 2005, 34-38). Pembangunan diarahkan, 
diantaranya pada penanggulangan masyarakat miskin, dengan 
berbagai strategi pada infrastruktur, pembangunan wilayah 
perbatasan dan terisolir, pemberdayaan masyarakat, pengembangan 
kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kerjasama, sinergi 
pembangunan desa dan kota, serta pembangunan pro lingkungan. 
Pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu dari 17 Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developmnet Goals, SDGs) 

 

2015-2030. Masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda, 
oleh sebab itu harus memiliki kajian spesifik dalam 
mengintepretasikan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah 
dalam menjalankan visi dan misi tersebut. Dalam hal ini, poin 
dampak pandemi bagi perempuan di masing-masing daerah 
mengenai kemiskinan dan bentuk diskriminasi lainnya, menjadi basis 
data sebagai prioritas kebijakan.  
 
IV. KESIMPULAN  

Penulis menyimpulkan bahwa pada aspek representasi 
deskriptif terdapat resiliensi politik perempuan sebagai kandidat 
pada pilkada 2020, yang tidak terhalangi oleh adanya pandemi 
Covid-19. Peningkatan keterpilihan perempuan menjadi peluang 
positif bagi kepemimpinan perempuan pada penanganan pandemi 
Covid-19, isu keadilan dan kesetaraan bagi perempuan serta upaya 
pemulihan di lingkungan konflik dan rentan. 

Hal yang paling penting adalah fokus perhatian mengenai 
keprihatinan pada kondisi darurat seperti pandemi, dampaknya bagi 
perempuan, dan upaya penanganan yang hadir pada visi misi 
kandidat menjadi pertimbangan bagi keterpilihan. Namun, tidak 
serta merta perhatian tersebut ada pada representasi perempuan. 
Pada sisi substantif, kandidat laki-laki juga memiliki kesempatan 
yang sama dalam keterpilihan, atas dasar kemampuan dalam 
pencapaian komitmen dan prioritas yang sama. Demikian juga akan 
menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah laki-laki dan 
perempuan pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya 
pada perempuan di daerah. 

Pendukung hal tersebut adalah penciptaan struktur dan kultur 
politik sensitif gender di kalangan institusi pemerintahan, partai 
politik, swasta, dan unsur masyarakat berupa organisasi, kelompok 
kepentingan, dan unsur masyarakat lainnya. Khusus partai politik, 
seharusnyamemberikan ruang sama pada hak politik perempuan, 
melakukan proses kaderisasi, pendidikan politik pada kader dan 
sosialiasi kepada masyarakat mengenai isu keadilan dan kesetaraan 
perempuan dalam politik. 
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